
BUPATI MUSI RAIIIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 03 TAHUN 2Ol8

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PE}TN'SUNAN LAPORAN PET{YEDIAAN DAN

PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk menJrusun laporan penyediaan dan pembiayaan

perumahan yang baik dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Teknis Penlrusunan Laporan Penyediaan dan
Pembiayaan Perumahan di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : l. undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapra-ja di Sumatera

Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor l82ll;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20ll tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 7, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun l98S tentang Rumah

Susun (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g8S

Nomor, 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3318);

4. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791.

{



Peraturan Pemerintah Nomor t4 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemmahan dan Kawasan pemukiman

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor

10u;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor f 68/pMK.OS/2Ols

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor

1340), sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.OS|2OL6 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.O5l2016 tentang Mekanisme pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/I,embaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor fia5l;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ralryat Nomor O2|PFlI lMl 2016 tentang Peningkatan

Kualitas terhadap Perumahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tatrun 2016 Nomor l72l;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2OL6 tentang

Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupa.ten

Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 Nomor 1O);

MEMUTUSI(AITI:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PET.IYI.JSUNAN I,,APORAN PET{YEDIAAN DAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan Permukiman yang disingkat
Disperkim, adalah Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Musi Rawas.

5.

6.

7.



5. Bidang Pemmahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Musi Rawas, adalah Bidang yang melaksanakan program dan
kegiatan teknis penyediaan dan pembiayaan perumahan.

6. Stakelwlder dalam arti khusus adalah Suatu Komunitas, masyarakat,
kelompok ataupun individu yang memiliki hubungan/minat dan
kepentingan terhadap program pembangunan dan pembiayaan

perumahan.

7. Penyediaan Perumahan adalah kegiatan pembangunan rumah dengan

ukuran/tipe tertentu yang diselenggarakan oleh badan usaha atau
perora.ngan untuk kebutuhan tempat tinggal

8. Pembiayaan Perumahan adalah suatu kegiatan program pembiayaan

pembangunan perumahan yang diterima oleh individu/badan usaha yang
perolehannya melalui pinjaman atau bantuan suatu lembaga.

9. Backlog Rumah adalah kesenjangan antara jumtah rumah yang dibangun
dengan rumah yang di butuhkan masyarakat.

1O.I&edit mikro perumahan adalah program pembiayaan perumahan dengan

bunga rendah yang diperuntukan bagi kelompok komunitas masyarakat.
1 1. Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan yang disingkat FLPP,

progrurm kementerian/lembaga dengan bunga rendah yang diperuntukan
perorangan.

12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disingkat MBR, adalah

masyarakat yang penghasilanya dibawah upah minimum regional.

13. Lembaga Pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan

sekaligus tempat tinggal bagi peserta didik.
14. Jenis lembaga pendidikan adalah pondok pesantren dan sekolah tingkat

dasar, meneggah pertama, meneggah atas serta perguruan tinggi yang
programnya pemondokkan peserta didiknya.

15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/ pengguna barang.

16. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan
usaha milik Negara, lembaga dan organisasai kemasyarakatan yang

berbadan hukum indonesia yang seca.ra sepesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran

urus€rn pemerintah daerah.



17. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Organisasi Masyarakat
Setempat (oMS) adalah Badan dan kmbaga yang hidup datam
masyarakat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah melalui pengesahan dan atau penetapan dari instansi
yang berwenang dibidang kegiatan badan dan lembaga dimaksud atau
kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan pelimpahan kewenangan.

18. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN ruJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis bagi

stakeholder yang menyelenggarakan program penyediaan dan pembiayaan

perumahan di Kabupaten dalam menJrusun laporan penyelenggaraan

penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertqjuan :

a. sebagai acuan bagi stakelwlder dalam menJrusun laporan penyelenggaraa.n

penyediaan dan pembiayaan perumahan di Kabupaten;

b. memberikan informasi bag stalelwlder dalam men5rusun laporan
penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan perumahan sehingga dapat
mengurangi backlog perumahan dan menurunkan rasio rrmah tidak
layak huni di Kabupaten;

c. menciptakan suatu laporan penyelenggaraan penyediaan dan pembiay€ran

pemmahan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
d. meningkatkan penilaian La.poran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. stakeholder yang berkewqiiban men5rusun laporan penyediaan dan
pembiayaan pemmahan;

b. tata cara pelaporan;

c. pembinaan; dan

d. pemantauan dan evaluasi.



BAB tV

STAKEHOLDER

Pasal 5

Stalee?wlder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

a. Stalcelwlder Internal yaitu stalcelwlder yang berada didalam linglmngan
Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari OPD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Desa.

b. Stalcelwlder Eksternal yaitu stalceholder yarrg berada diluar lingkungan
Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari : Kementerian/kmbaga
Penrsahaan Pengembang Perumahan ldeueloper), Inuestorf Pertrsahaan

skala besar/menengah dan Badan Arnal, zakat,Infaq dan sadaqoh, yang
berdomilisi di Kabupaten dengan program kegiatan penyediaan

perumahan.

Pasal 6

Program dan kegiatan yang wajib dilaporkan oleh Stalcelwlder Internal dan
stalcelwlder Ekstemat kepada Bupati melalui Disperkim, meliputi:

a. Program penyediaan perumahan, dengan kegiatan :

1) pembangunan rumah tapak atau rumah susun dengan tujuan
Komersil dan disewakan;

2l pembangunan Rumah tapak atau rumah susun dengan tujuan
peruntukan Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan kmbaga
Pendidikan serta Kar5rawan / pekerja; dan

3) Rehab Rumah Tidak l,ayak Huni (Rutilahu/RTLH) bempa bantuan
sosial bagi MBR dan lembaga Pendidikan.

b. Program pembiayaan perumahan, meliputi kegiatan ;

1) pembiayaan kredit perumahan kepada pengembang

perumahan/developer, kelompok masyarakat dan kmbaga
Pendidikan;

2l pembiayaan kredit mikro dan FLPP pembangunan perumahan umum
secara perorangan; dan

3) pembiayaan untuk pembangunan baru rumah dan perbaikan
kualitas rumah yang berupa bantuan sosiallhibah

BAB V

TATA CARA PEI..APORAN

Pasal 7

Tata cara pelaporan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 adalah sebagai berikut :
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a. Bupati melalui Disperkim menyampaikan surat pemberitahuan kepada
*alelolder Intental dan Stalcelalder Ekstrlrnoll mengenai laporan Program
dan Kegiatan yang ada di Stalcetwld.er masing-masing untuk disampaikan
kepada Bupati melaui Disperkim sebanyak 2 (dua) kali dalam I (satu)

tahun;

fiolcelwlder Internal dan Stalcelwlder Elcstemal menyampaikan program

dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui
Disperkim sebanyak 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun;
Benhrk laporan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati
melalui Disperkim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tercantum
dalam L,ampiran Peraturan Bupati ini.
Disperkim wajib menyampaikan rekap hasit pelaporan Staketwlder Internal
dan sfaftelwlder Elcsternal yang ada di Kabupaten kepada Bupati,

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal,tg ft^G/vlD€B 20t8

!""'\
I RAWAS,

b.

c.

d.

GUNAWAN/rH
Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, tg Ho\oeiuB€B 2Ol8

ry. SEKRETARIS DAERAH

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI8 NOMOR..ff...



a. Bupati melalui Disperkim menyampaikan surat pemberitahuan kepada

Stalcelwlder Internal dan Stalcelwld,er Elcstemal mengenai laporan Program

dan Kegiatan yang ada di fialeelwlder masing-masing untuk disampaikan
kepada Bupati melaui Disperkim sebanyak 2 (dua) kali dalam I (satu)

tahun;

Stalcetalder Intental daorr Stalcelwlder Elcsternal menyampaikan Program

dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui
Disperkim sebanyak 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun;
Bentuk laporan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati
melalui Disperkim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Disperkim wqiib menyampaikan rekap hasil pelaporan Staketwlder Internal
darr stalcelalder Ekstemal yang ada di Kabupaten kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal,lg l{c\CnBeE 2Ol8

BUPATI I RAWAS,

b.

c.

d.

n. H/lro GUNAWAN

Diundangkan di Muara Be[ti
pada tanggal,lg FOUg,rfgER 2Ol8
PJ. SEKRETARIS DAERAH

TEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERTTA DAERAH KABUpATEN MUSr RAwAS TAHUN 2ot8NoMoR.9..9


